KEPUTUSAN KEPALA EANTOR WILAYAH

EEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEALIMANTAN SELATAN

NOMOR /) TAHUN 2015

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

' MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NORMAL ISLAM RAKHA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

behwa dalam rangka meningkatksn akses pendidilian
madrasah vang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masvarakat melalui organisasi berbadan hulum untuk
menyelengearakan satuan pendidikan madrasah sesusi
denpan standar nasional pendidilan;

bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini lelsh
memenuhi  persyaraten  administratif,  teknis, dan
kelayakan vang telah ditetapkan;

hahwa herdasarkan pertimbangan schagalmana
dimaksud dalam hurufl a dan b di atas, periu menctapkan
Kepulusan Kepala Kantor Wilavah Kementerian Agama
Provinsl Kalimantan Selatan tcntang Pemberian  [zin
Pendirian M1 Normal Islam Rakha.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn
Pendidikan  Nasional ([Lembaran Negara  Ropublik
Indonesia Tahun 2003 Nomer 78, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomaor 4301);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4586|;

Peraturan Pemerinish Nomor 19 Tahun 2005 Lentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sthagaimana



10.

1=

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3z
Tahun 2013 tenlang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang Standar
Masional Pendidikan  (Lembaran Negara  Republik
[ndonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S410);

Peraturan Pemeriniah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar Pendidikkan Dasar (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 lentang
Pendenaan  Pendidikan  (Lembaren Negars Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864}

Peraluran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20082
HNomor 194, Tambahan Lembaran Negara  Republik
mdonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 fentang
Pengelolaan dan Penvelengparaan Pendidikan [Lembaran
MNegara  Fepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara FHepublik Indonesin Nomor
5150} schagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahen
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan den Penvelengsaraan  Pendidikan
[Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tenlang Standar Sarana dan Prasarans Untulk
Sckolah Dasar/Madraseh Ibtidaivah, Sekalah Menengah
Pertama / Madrasah Tsanawivah, dan Sckolah Menengah
Alas/Madrasah Alivah;

Peratursn Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 lentang
Standar Kompetensi Lulusen dan Standar lsi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menleri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota  sebegaimana  telah  dighah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tabun 2013 tentang Perubshan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayvanan hinimal Pendidilian di
Kabupalen fKota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikean Agama
Islam pada Sckolah schagsimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubzhan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun



Memperhatikan

Menetapkan

KEESATU

KEDTA

KETIEA

2012 tentang Pengawas Madrasah dan  Pengawas
Pendidikan Apama Islam pada Sekolah;

12, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tehun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

: 1. Nota Dinas Pertimbangan dar Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimanlan 3Selatan Nomor @ Kw.17.4/5/PP.0L1.1/644
f2015 Tangeal 18 Maret 2015;

2. Rekomendasi daf Kepala Kantor Kementerlan Agama
Kabupaten Hulu Sungai Utara Homor
Kl 17.08/4/PP.00/532/2015 Tanggal 2 Maret. 2015,

MEMUTIISKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA HANTOR WILAYAH HKEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MI NORMAL ISLAM RAKHA
HABUPATEN HULU BUNGAI UTARA

: Membernikan izin operasional pendirian satuan pendidikan
madrasah yang disclenggarakan olch masyarakal kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1zin opcrasional schagaimana dimaksud dalam  DIKTUM
KESATU diberikan untuk jangka wakiu 5 (lima} tahun
terhitung  sejak tahun  pelajaran pertama setelah
ditetapkannya Keputusan ini.

: Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah vang
bersangkutan wajib melakukan kepistan sebagal betikut;

A. menyampaikan laporan perkembangan madrazah kepada
Kepals Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
scdikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuban standar sarana
prasdrand, dan pelaksanaan  pemenuhan standar
pendidilk dan tenpga kependidikan: dan

b. mengajukan pendaftaran vigitasi akredilasi
stkolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,



KEEMPAT

KELIMA

KEZNAM

EETUJUH

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a dinilal memuasksn
dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA
huruf b mendapat peringkat minimal C, maka ixin operasional
schagaimana  dimaksud dalam  DIKTUM KESATL tetap
diberikan,

: Dalam hal laporan perkembangsn madrasah sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huref a dinila lurang
memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimans  dimaksud
DIKTUM KETIGA hurul b tidak mendapat peringlat minimal
C, meks izin operasional schagaimana dimaksud  dalam
DIKTUM KESATU dicabut segnsi dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

tSegala  sesuamu  akan  diubah dan dilinjau  kermnbali

sebagaimana  mestinya, jika ternyvals  dikemnudian hiari
terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ind,

:surat Keputusan ini  diberikan kepada madrasah VENE

bersanghkutan untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tangeal : [2 Maret 2015

a.n. MENTEEI AGAMA B

OR WILAYAH




LAMPIRAN [

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN
MADRASAI IBTIDATY AH NORMAL 1SLAM RAKHA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

MNama Madrasah

MI NORMAL ISLAM RAKHA

111263080053

JL. Rakha PO BOX 102
Desa/Kelurahan Pakapuran
Kecamatan Armuntad Utara
kKabupaten ITulu Sungai Utara
Provinsi Kalimantan Sclatan

Yayasan Pondok Pesantren Rasvidiveh

Momor 25 Tahun 2006

2 | Momor Statistik Madrasah
3 | Alamat Madrasah
4 | Nama Organisasi Penyelenggara
Khalidiyah
5 | Akte Notaris Organisasi
Penyelengpara
& | Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenpgara

| SK MENKUMHAM Rl Tanggal 25 Juli 2006

Ditctapkan i ; Banjarmasin
Pada Tanggal : Maret 2015
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Mberikan kepada:

Mama Mrdrasah

Alarmal
Desz f Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/ Kata
Provinsi

Penyelengerara Madrasah

Alkte Notaris Penyelengpara
Pengesahan Aloe Motaris

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MI
Nomor: Kw.17.4/5/MI/03 /2015

: Yayasan Pondols Pesantren

Dengam Nomor Statistik Madrasah [HSM]:

¢ MI NORMAL ISEAM EAKHA
KABUFATEN HULU SUNGALI UTARA

: JL Rakha PO BOX 102
: Pakapuran
= Amuntal Uiars

(s

) _,":ﬂ'q

: Hulu Sungesi Utara

: Kalirmantam Selatan
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Rasyidiyah Khalidivah
= Momor 25 Tabun 2006

: 5K MENKUMHAM RI
Tanggal 25 Juli 2006
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jarmagin, 168 Maret 2015
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